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ABSTRAK

IKA SEPTYANING: ANALISIS PENGGUNAAN METODE GROSS UP SEBAGAI
ALTERNATIF DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PDAM
KABUPATEN NGANJUK, SKRIPSI, PE, FKIP UN KEDIRI, 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan metode gross-up sebagai alternatif
dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PDAM Kabupaten Nganjuk.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Variabel penelitian meliputi
variabel bebas metode gross-up yaitu dan variabel terikat yaitu perhitungan pph pasal 21. Data
penelitian diperoleh dari kantor PDAM Kabupaten Nganjuk melalui wawancara dan mengumpulkan
data rekapitulasi gaji karyawan tahun 2015. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teknik analisis kuantitatif.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah pph pasal 21 berdasarkan perhitungan perusahaan yaitu
pada gaji tahun 2015 pph 21 terhutang sebesar Rp 11.647.788 dan tunjangan yang diberikan
perusahaan sebesar Rp 1.166.160, dari perhitungan tersebut tunjangan yang masuk dalam biaya kantor
sebesar Rp 10.481.628. PPh pasal 21 terhutang dengan metode gross-up yaitu sebesar Rp 12.163.874
dapat menjadi pengurang dalam perhitungan PKP perusahaan.

Bagi perusahaan penerapan metode gross-up menimbulkan perlakuan fiskal atas beban yang
timbul bagi pemberi penghasilan atau perusahaan merupakan biaya yang dapat menjadi pengurang
penghasilan (deductable) maka ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga
mengefisienkan (menghemat) besarnya jumlah pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Bagi
karyawan pemberian tunjangan ini diakui sebagai tambahan penghasilan (taxable), yang kemudian
jumlah pajak penghasilan yang dipotong jumlahnya sama besar dengan tunjangan yang diterima,
sehingga take home pay jumlahnya sama dengan apabila menerapkan metode nef dan kewajiban PPh
Pasal 21 juga terpenuhi.

Untuk itu perlu penulis sampaikan dalam pemberian tunjangan pajak perusahaan dapat
menggunakan metode gross-up menjadi alternatif pilihan dalam perhitungan tunjangan pajak.

KATA KUNCI : metode gross-up, tunjangan pajak, PPh pasal 21.
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LATAR BELAKANG

Setiap negara  melakukan
proses pembangunan yang terus
berkesinambungan dengan tujuan
untuk lebih berkembang dan maju,
termasuk pembangunan Indonesia
juga  memerlukan  pembiayaan
dengan jumlah yang tidak sedikit.
Pemerintah berusaha
memaksimalkan potensi  sumber
pembiayaan dalam negeri, yaitu
penerimaan  bukan pajak dan
penerimaan pajak. Untuk dapat
merealisasikan tujuan tersebut perlu
banyak memperhatikan masalah
pembiayaan pembangunan. Salah
satu usaha untuk mewujudkan
kemandirian suatu bangsa atau
negara dalam pembiayaan
pembangunan yaitu menggali sumber
dana yang berasal dari dalam negeri
berupa pajak. Pajak digunakan untuk
membiayai  pembangunan  yang
berguna bagi kepentingan bersama
(Waluyo, 2011:2).

Pajak  merupakan  sumber
utama penerimaan negara. Tanpa
pajak, kegiatan negara sulit untuk
dapat dilaksanakan. Sebagian besar
dana yang digunakan  untuk
membiayai pengeluaran sehubungan
dengan kegiatan penyelenggaraan

negara berasal dari pajak. Sumber

pajak  dalam  negeri terbesar
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diproyeksikan berasal dari pajak
penghasilan non-migas yang
termasuk didalamnya adalah Pajak
Penghasilan  Pasal 21. “Pajak
penghasilan adalah pajak yang
dihitung  berdasarkan  peraturan
perpajakan dan pajak ini dikenakan
atas  penghasilan kena  pajak
perusahaan” (PSAK No. 46).

Menurut  waluyo (2011:17)
Sistem pemungutan pajak dapat
dibagi menjadi tiga yaitu Official
system, Assessment system, With
holding  system. Untuk  pajak
penghasilan pasal 21 merupakan
pajak yang dipungut melalui With
Holding System yaitu melibatkan
pihak ketiga yang berdasarkan
undang-undang diberi kewenangan
untuk memotong PPh Pasal 2I.
Dengan sistem ini, mengharuskan
pemotong pajak mampu dan
memahami tata cara perhitungan,
pemotongan, penyetoran, dan
pelaporan PPh Pasal 21 agar efektif
dan efisien sehingga orientasi
pemberi kerja bisa tercapai.

Dalam  perhitungan  pajak
penghasilan di Indonesia (PPh Pasal
21), ada 3 metode yang dapat
digunakan, menurut Priantara (2012:
324) yaitu net method, gross method,
dan gross-up method. Diantara tiga

metode tersebut, salah satu yang
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dapat diterapkan adalah metode
gross-up. Menurut Zain (2007: 89)
yaitu metode gross-up metode

dimana perusahaan memberi
tunjangan pajak yang besarnya sama

dengan PPh Pasal 21 yang dipotong

atas  penghasilan  karyawannya.
Tunjangan ini  bersifat  pajak
(taxable), sehingga besarnya
penghasilan bruto bertambah.

Setelah dikurangi PPh 21 gaji yang
dibawa pulang (take home pay) sama
PPh Pasal 21

dengan apabila

ditanggung  perusahaan, karena
besarnya potongan sama dengan
tunjangannya.  Sementara  bagi
pemberi
diberikan

penghasilan

kerja, tunjangan yang

merupakan  pengurang
(deductable

expenses), maka tidak dikoreksi

bruto

secara fiskal positif yang dapat
menyebabkan jumlah pajak terutang
bertambah.
Beberapa metode alternatif
dalam perhitungan pajak penghasilan
tidak lepas dari peraturan perundang-
undangan perpajakan, yang akan
menghasilkan perbedaan didalam
unsur laporan keuangan yang secara
langsung terkait dengan penghasilan
perusahaan, dalam hal ini adalah
unsur beban gaji dan tunjangan

pajak.
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II.

Kantor PDAM  Kabupaten
Nganjuk merupakan salah satu Wajib
Pajak Badan yang  memiliki
kewajiban untuk membayar pajak
berkaitan dengan pajak penghasilan
baik pajak perorangan maupun
badan. PDAM Kabupaten Nganjuk
metode

menggunakan tunjangan

pajak  yaitu metode  dimana
perusahaan memberikan tunjangan

pajak sejumlah PPh yang terutang

kepada karyawannya. Pemberian
tunjangan pajak ini dapat
memperingan  karyawan  dalam

pembayaran pajak penghasilan pasal
21 saja, akan tetapi karyawan tetap
membayar pajak hanya saja jumlah
pajak penghasilan pasal 21 yang
disetor kecil.
Berdasarkan latar belakang
yang telah diuraikan di atas, penulis
tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “Analisis Penggunaan
Metode Gross-Up Sebagai Alternatif
Dalam Pajak

Penghasilan Pasal 21 pada PDAM

Perhitungan

Kabupaten Nganjuk.”
METODE

Variabel menurut Arikunto
(2010: 161), menjelaskan bahwa

variabel penelitian adalah “suatu

objek yang menjadi titik perhatian
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suatu penelitian.” Variabel penelitian
meliputi variabel bebas metode
gross-up yaitu dan variabel terikat
yaitu perhitungan pph pasal 21.

Menurut Arikunto (2010: 203),
metode penelitian adalah “cara yang
digunakan oleh peneliti dalam
mengumpulkan data penelitiannya.”
Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah  metode
deskriptif ~ analisis. = Pendekatan
penelitian ini adalah pendekatan
deskriptif kuantitatif. Sebab dengan
penelitian  ini  diketahui  data
rekapitulasi perhitungan gaji
karyawan yang ditunjukkan dengan
angka yang dapat dijumlahkan dan
dihitung dapat dipertanggung
jawabkan kebenarannya.

Menurut Suharyadi dan
Purwanto (2013: 7), populasi adalah
“kumpulan dari semua kemungkinan
orang-orang, benda, dan ukuran lain,
yang menjadi objek penelitian atau
kumpulan seluruh  objek yang
menjadi perhatian.” Populasi dalam
penelitian ini adalah data rekapitulasi
gaji karyawan dari tahun 2010
sampai tahun 2015 pada PDAM
Kabupaten Nganjuk.

Menurut ~ Sugiyono  (2013:
215), mengatakan bahwa sampel

adalah “bagian dari jumlah dan
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karakteristik yang dimiliki oleh
populasi.” Dalam penelitian ini
sampelnya adalah data rekapitulasi
gaji karyawan tahun 2015.

Teknik sampling yang
digunakan dalam penelitian ini
adalah purposive sampling. Menurut
Sugiyono (2013: 126), purposive
sampling adalah “teknik penentuan
sampel dengan pertimbangan
tertentu.” Pertimbangan tertentu ini,
misalnya orang tersebut dianggap
paling tahu tentang apa yang
diharapkan atau mungkin sebagai
penguasa sehingga akan
memudahkan peneliti menjelajahi
obyek atau situasi sosial yang diteliti.

Data penelitian diperoleh dari
kantor PDAM Kabupaten Nganjuk
melalui wawancara dan dokumentasi
dengan mengumpulkan data
rekapitulasi gaji karyawan tahun
2015. Penelitian ini dilaksanakan
pada bulan Maret s/d Agustus 2016.

Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini
adalah teknik analisis kuantitatif.
Menurut  Sugiyono (2013: 244),
“analisis data adalah proses mencari
dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil

wawancara”.

simki.unpkediri.ac.id

511



Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

III. HASIL DAN KESIMPULAN
A. Hasil Pembahasan

gross-up  pajak  penghasilan

dibayar oleh karyawan sendiri.

Pembahasan  perhitungan Pajak penghasilan dengan metode
tunjangan pajak dengan metode gross-up  akan lebih  besar
gross-up, metode dimana dibandingkan  dengan  pajak
perusahaan memberikan penghasilan yang dihitung tanpa
tunjangan pajak sama besar metode gross-up.
dengan PPh Pasal 21 yang Perusahaan Analisis

. .. T. Pajak PPh 21 T. Pajakl PPh 21
dipotong atas gaji karyawan. —— N
Metode ini menimbulkan beban Gaji 1.166.160 | 9.318.457 9.711.908 9.711.908
basi h tidak THR 0 1.723.440 1.814.184 1.814.184

agl  perusahaan — yang - tida Gaji 0| 605891 637.782 637.782
menimbulkan  koreksi  positif 13

s % Total 1.166.160 | 11.647.788 | 12.163.874 12.163.874
dalam rekonsiliasi fiskal

Sumber: data diolah

(deductable expenses) sehingga
) i PPh pasal 21 berdasarkan
pajak terutang perusahaan lebih

. perhitungan  perusahaan yaitu
efisien. Bagi karyawan menambah
. pada gaji karyawan tahun 2015
penghasilan bruto, take home pay
PPh 21 terhutang sebesar Rp
sama dengan net method, dan )
N . . 9.318.457 dan tunjangan yang
kewajiban pajak terpenuhi. o
diberikan perusahaan sebesar Rp

1.166.160, pada THR PPh 21
terhutang sebesar Rp 1.723.440,

Dari perhitungan PPh pasal

21 sebelum menggunakan metode
gross-up dan sesudah

pada gaji 13 PPh 21 terhutang

menggunakan metode gross-up - s
.891. ari

. ) sebesar  Rp
dapat diketahui perbedaan ]
perhitungan tersebut tunjangan
besarnya PPh pasal 21 terutang .
yang masuk dalam biaya kantor

dengan
sebesar Rp 10.481.628.

besarnya jumlah

tunjangan pajak yang diberikan.

Untuk komponen pajak

penghasilan dapat dilihat
perbedaannya dimana perhitungan
gaji perusahaan akan menanggung
kekurangan pajak penghasilan,

sementara pada perhitungan gaji
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Pembahasan

PPh pasal 21

perhitungan
dengan metode
gross-up yaitu pada gaji karyawan
PPh 21 terhutang sebesar Rp
9.711.908 dan tunjangan pajak
yang  diberikan

sebesar Rp 9.711.908, pada THR

perusahaan

simki.unpkediri.ac.id
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PPh 21 terhutang sebesar Rp
1.814.184 dan tunjangan pajak
yang  diberikan  perusahaan
sebesar Rp 1.814.184, pada gaji
13 PPh terhutang sebesar Rp
637.782 dan tunjangan pajak yang
diberikan perusahaan sebesar Rp
637.782. Dari jumlah keseluruhan
sebesar Rp 12.163.874 dapat
menjadi pengurang dalam
perhitungan PKP perusahaan.

Besarnya beban yang dapat
dikurangkan dalam perhitungan
penghasilan kena pajak
perusahaan yang dihasilkan dari
penerapan metode gross-up lebih
besar dibandingkan dengan tanpa
metode gross-up, maka dengan
sendirinya penghasilan  kena
pajak perusahaan akan semakin
kecil yang menyebabkan besarnya
PPh pasal 21 perusahaan akan
semakin kecil.
. Kesimpulan

PPh pasal 21 berdasarkan
perhitungan  perusahaan yaitu
pada gaji tahun 2015 PPh pasa 21
terhutang sebesar Rp 11.647.788
dan tunjangan yang diberikan
perusahaan sebesar Rp 1.166.160,
dari perhitungan tersebut
tunjangan yang masuk dalam

biaya  kantor  sebesar Rp
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10.481.628. PPh  pasal 21
terhutang dengan metode gross-
up yaitu sebesar Rp 12.163.874.
Bagi karyawan pemberian
tunjangan ini diakui sebagai
tambahan penghasilan (taxable),
yang kemudian jumlah pajak
penghasilan ~ yang  dipotong
jumlahnya sama besar dengan
tunjangan yang diterima, sehingga
take home pay jumlahnya sama
dengan  apabila  menerapkan
metode net dan kewajiban PPh

Pasal 21 juga terpenuhi.
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